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ABSTRAK  

 

 

IMPLEMENTASI IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK  

DI BRI SYARIAH METRO 

 

Oleh:  
 

YUNI DWI KOWATI  

NPM. 13113159 

 

Bank merupakan lembaga perbankan yang bergerak dalam 

kegiatanpenghimpunan dana dan penyaluran dana dan berbagai jasa untuk 

melayani kebutuhan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi 

semua sektor perekonomian. Kehidupan manusia tidak lepas dari bantuan orang 

lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Transaksi 

jual beli dan  sewa- menyewa barang sering disebut dengan ijarah.  

Pertanyaan penelitian bagaimana implementasi Ijarah Muntahiya 

Bittamlik di BRI Syariah Metro. Tujuan Penelitian untuk mengetahui 

implementasi Ijarah Muntahiya Bittamlik BRI Syariah Metro. Manfaat penelitian 

secara teoritis diharapkan sebagai acuan atau dasar teoritis dan sebagai 

sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang mu’amalah 

dan secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam 

usaha untuk meningkatkan meraih konsumen yang lebih besar 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan sifat 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 

penelitian ini yaitu Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di dan Bapak 

Yulansyah serta Ibu Rukmianti selaku anggota BRI Syariah Metro. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu 

berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya 

ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.  

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa 

Implementasi akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah Kota Metro 

adalah: Ma’jur (objek sewa) berupa barang-barang yang bisa digunakan sebagai 

objek sewa pada umumnya adalah aset tetap seperti rumah, musta’jir (penyewa), 

bank sebagai pihak yang menyewakan, tidak memiliki tempat untuk menyimpan 

objek sewa bila masa sewa berakhir dan terdapat ketentuan lain bahwa selama 

masa sewa, lessee dilarang menyewakan kepada pihak lain, ujrah (harga sewa), 

harga sewa dan harga sudah ditetapkan pada saat penandatanganan akad sewa 

diawal perjanjian, jangka waktu, yang diberikan bervariasi antara jangka pendek 

(5 tahun), jangka menengah (10 tahun) atau jangka panjang (15 tahun) dan 

pembayaran biaya sewa, biaya sewa harus dibayar oleh penyewa secara rutin 

sampai dengan jatuh tempo. Bila nasabah mengalami wanprestasi atau adanya 

penundaan pembayaran, maka permasalahan ini bisa dilakukan dengan sengaja 

maka bank BRI Syariah memberikan denda atas keterlambatan  pembayaran.  
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MOTTO  

 

 

 

                                

             

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali-Imran: 104)
1
 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 560 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu 

yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta 

cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
1
 Bank dianggap 

sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai 

macam aktivitas keuangan, yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain 

aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dan aktivitas 

keuangan lainnya.
2
 Asas-asas dalam perbankan antara lain: 

1. Asas hukum, bank menjalankan tugasnya melayani masyarakat 

tidak dapat dilepaskan dari landasan hukum yang berlaku. 

2. Asas keadilan, bank juga harus menerapkan asas keadilan. Bank 

tidak boleh memberikan fasilitas kredit hanya kepada pengusaha 

besar saja akantetapi juga kepada pengusaha kecil. 

3. Asas kepercayaan, hubungan bank dengan nasabahnya adalah atas 

dasar kepercayaan. 

4. Asas keamanan, dalam melayani nasabahnya bank mengguankan 

asas keamanan. Bank memberikan keamanan terhadap simpanan 

para nasabahnya agar terhindar dari suatu kejahatan. 

5. Asas kehati-hatian, salah satu asas perbankan yang diatur dalam 

UU perbankan adalah asas kehati-hatian namun Undang-undang 

tidak memberikan penjelasan tentang asas tersebut. 

6. Asas ekonomi, bank sebagai perusahaan yang tujuannya 

memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dengan prinsip 

ekonomi.
3
 

 

                                                 
1
 Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika,  2008), h.9 
2
 Ismail, Manajemen Perbankan dari teori menuju Aplikasi, (Jakarta: Prenadamedia 

Group,  2016), h.1 
3
 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.47 
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Bank merupakan lembaga perbankan akan bergerak dalam kegiatan 

perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank, melayani kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua 

sektor perekonomian. Bank juga melayani penghimpunan dana, jada dan 

pembiayaan. 

Islam tidak melarang seseorang melakukan transaksi keuangan dengan 

lembaga-lembaga keuangan yang ada. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya 

yang dilarang dalam oprasional lembaga keuangan oleh Islam adalah karena 

masih adanya unsur-unsur yang dilarang yakni unsur perjuudian (maisyir), 

unsur ketidakpastian (gharar), unsur bunga (riba), unsur suap-menyuap 

(ryswah) dan unsur kebathilan.
4
 

Perbankan syariah harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam 

sebagai berikut: 

1. Prinsip keadilan, mempunyai makna menempatkan sesuatu hanya 

pada tempatnya serta memberikan sesuatu hanya pada yang berhak 

dan memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. 

2. Prinsip keseimbangan meliputi keseimbangan aspek material dan 

spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, 

bisnis d an sosial serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan 

kelestarian. 

3. Prinsip kemaslahatan merupakan segala bentuk kebaikan yang 

berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta 

individual dan kolektif disamping itu juga harus memenuhi tiga 

unsur, yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa 

kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang 

tidak menimbulkan kemudharatan.
5
 

 

                                                 
4
 Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (Bandung: 

Refika Aditama, 2008), h. 11. 
5
 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: 

Salemba Empat, 2013), h. 3. 
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Kehidupan manusia tidak lepas dari bantuan orang lain, karena 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Selain jual beli 

umat manusia juga melakukan sewa- menyewa barang sering disebut dengan 

ijarah. Seseorang yang melakukan ijarah harus jelas dan dapat dipertanggung 

jawabkan antara keduanya serta tidak merugikan antara keduanya. Islam 

membahas tentang bermuamalah sesuai dengan syara’, agar tujuan sewa-

menyewa bermanfaat bagi umat manusia maka perlu ditinjau dari ekonomi 

syariah. Tujuan ekonomi syariah berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu 

tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana 

yang tercantum dalam QS. Al Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

                                

                           

                       

                           

             

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar 

syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) 

bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan 

kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi 

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah 

kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam 

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
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permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat 

berat siksa-Nya”. (Q.S 5: 2).
6
 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang 

diharamkan untuk dilakukan, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

diharuskan untuk memebuhi kebutuhan dengan cara yang halal. Keharusan 

masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan dalah hidupnya, beberapa 

masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Hal ini sejalan dengan berkembangnya perekonomian, maka pihak perbankan 

terus bersaing dalam produk dan pelayannnya agar masyarakat dapat memilih 

produk dan transaksinya sesuai kebutuhan.  

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barang itu sendiri.
7
 Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) disebut juga 

dengan ijarah wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset 

tetap (lessor) dengan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan yang 

mana penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa 

sewa berakhir.
8
 Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad 

SAW bersabda: 

فُ عَرَقَهَ  رُ أُجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ  (رواه أبن ماجه)أعُْطُوْ الَْْجِي ْ
Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya 

kering.  (H.R.Ibnu Majah).
9
 

                                                 
6
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: Diponegoro, 2008). h. 33 

7
 Mia Lasmi Wardiah, Dasar-Dasar Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 96 

8
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 163 

9
 Mardani. Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, (Jakarta: Fajawali Press, 2017),         

h. 193 
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Hadis ini dapat disimpulkan bahwa ujrah (upah) seyogyanya 

dibayarkan kepada pekerja secepat mungkin.
10

 Ijarah Muntahiya Bit Tammlik 

(IMBT) merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 

guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa 

dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu 

nasabah. Pemindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan opsi jual beli atau 

hibah.  

Peneliti mengadakan wawancara kepada marketing BRI Syariah 

bahwasannya produk ijarah muntahiya bit tammlik (IMBT) dengan objek 

KPR (perumahan) implementasi ijarah muntahiya bit tammlik (IMBT) di BRI 

Syariah sebagai berikut: 

1. Ma’jur (objek sewa) berupa barang-barang yang bisa digunakan sebagai 

objek sewa pada umumnya adalah aset tetap yang meliputi perumahan.   

2.  Musta’jir (penyewa), bank sebagai pihak yang menyewakan, tidak 

memiliki tempat untuk menyimpan objek sewa bila masa sewa berakhir 

dan terdapat ketentuan lain bahwa selama masa sewa, lessee dilarang 

menyewakan kepada pihak lain. 

3. Ujrah (Harga sewa), harga sewa dan harga sudah ditetapkan pada saat 

penandatanganan akad sewa diawal perjanjian. Biaya sewa yang dibayar 

oleh lessee merupakan biaya sewa bukan angsuran. Pada prakteknya 

pembiayaan bisa sampai 80% dari harga rumah sehingga beberapa 

masyarakat merasa keberatan atas nominal tersebut.  

                                                 
10 

Ibid.
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4. Jangka waktu, jangka waktu bisa bervariasi antara jangka pendek, jangka 

menengah atau jangka panjang, tergantung pada harga nominal objek sewa 

dan kemampuan nasabah.  

5. Pembayaran biaya sewa, biaya sewa hatus dibayar oleh penyewa secara 

rutin sampai dengan jatuh tempo.
11

  

Berdasarkan survey yang dilakukan diketahui bahwa nasabah 

mengajukan pembiayaan KPR menggunakan produk ijarah muntahiya bit 

tammlik (IMBT) kepada BRI Syariah. Pihak BRI melakukan perjanjian 

kepada nasabah mengenai harga, jangka waktu dan sistem pembayaran. 

Nasabah memilih KPR (perumahan) karena nasabah memilih dengan biaya 

yang terjangkau namun pada kenyataannya biaya sewa sesuai jangka waktu 

yang sudah disepakati ternyata lebih besar dibandingkan dengan biaya beli, 

sehingga nasabah merasa keberatan selain itu pada proses ijarah ketika barang 

tersebut mengalami kerusakan maka pihak nasabahlah yang memperbaiki 

padahal barang yang disewakan masih milik Bank BRI Syariah.
12

  

Hasil survey yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam melakukan 

transaksi Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) nasabah merasa mengalami 

kerugian dan keterpaksaan dalam transaksi tersebut. Dalam ekonomi Islam 

dalam melakukan berbagai transaksi khususnya Ijarah Muntahiya Bit 

Tammlik (IMBT) seharusnya kedua belah pihak tidak diperbolehkan merasa 

dirugikan antara satu dengan yang lainnya.. Oleh karena itu peneliti tertarik 

                                                 
11

 Wawancara kepada Tika selaku marketing KPR di  BRI Syariah Kota Metro, pada 

tanggal 21 Juni 2018, pukul 11.0 WIB 
12

 Hasil Survey yang peneliti lakukan di BRI Syariah Kota Metro, pada tanggal 21 Juni 

2018, pukul 10.20 WIB 
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meneliti tentang “Implementasi akad ijarah muntahiya bittamlik di BRI 

Syariah Metro”. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana implementasi 

ijarah muntahiya bittamlik di BRI Syariah Metro? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi 

ijarah muntahiya bittamlik BRI Syariah Metro. 

2. Manfaat Hasil Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

sebagai acuan atau dasar teoritis dan sebagai sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang mu’amalah. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi bank agar lebih mempertimbangkan implementasi 

produk yang digunakan agar lebih bermanfaat dan tidak merugikan 

kedua belah pihak.  

 

D. Penelitian Relevan 

Penulisan Skripsi tentang implementasi akad ijarah muntahiya 

bittamlik ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah di BRI Syariah 

Metro, peneliti menemukan beberapa skripsi yang dapat dijadikan kajian 



 

 

8 

terdahulu bagi peneliti, sebagai berikut: 

1. Skripsi Destian Angga Satria yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor 

Second (Studi Kasus di Koprasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain di Desa 

Watuaji” menjelaskan bahwa pembiayaan kredit sepeda motor harus 

memuat unsur keadilan dan kemaslahatan bagi nasabah. Akad yang 

dilakukan masih terdapat unsur riba dalam hal ini bunga.
13

 

2. Skripsi Novi Eka Susanti yang berjudul “Konsep Perjanjian Leasing 

dalam Hukum Islam”, menjelaskan bahwa secara umum transaksi leasing 

dibolehkan. Namun ada hal-hal yang membuat leasing tidak dibolehkan. 

Leasing sering disamakan dengan ijarah, pada dasarnya leasing dan ijarah 

berbeda. Leasing di Qiaskan kedalam ijarah yang mana ijarah ini lebih di 

spesifikan dengan ijarah muntahiya bittamlik /IMBT. Yang mana harga 

sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Dengan demikian 

IMBT dibagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama IMBT dengan janji 

mengibahkan barang diakhir periode sewa, dan yang kedua dengan janji 

menjual pada akhir periode sewa. Sehingga leasing dibolehkan didalam 

hukum Islam asal tidak dengan perjanjian yang dilarang didalam Islam .
14

 

3. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas terdapat persamaan yaitu 

masing-masing penelitian membahas tentang leasing, yaitu salah satu 

                                                 
13

 Destian Angga Satria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit 

Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koprasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain di 

Desa Watuaji )”Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum  Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga: Yogyakarta, 2013. 
14

 Novi Eka Susanti, “Konsep Perjanjian Leasing dalam Hukum Islam”, Fakultas Syariah 

dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, Pekanbaru 2010. 
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produk yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas kepada konsumen 

untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan namun melalui sewa 

yang objek (barangnya) bisa diperjual belikan atau tidak pada akhir 

periode. Sedangkan pada penelitian ini terdapat perbedaaan yaitu 

membahas implementasi akad ijarah muntahiya bittamlik ditinjau dari 

perspektif hukum ekonomi syariah di BRI Syariah Metro. Ijarah 

muntahiya bittamlik merupakan salah satu solusi pembiayaan islam bagi 

orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki 

cukup biaya untuk angsurannya pun belum mencukupi imbt menjadi silusi 

karena dengan menyewa secara bulanan seperti menyewa barang pada 

umumnya. Tetapi pada akhir periode sewa yang disepakati pihak yang 

menyewakan memindahkan kepemilikan barang tersebut kepada si 

penyewa pemindahan ini bisa dengan jual beli atau dengan hibah saja 

namun, bukan berarti pembiayaan IMBT tidak mengandung unsur 

kerugian. Kerugian bisa saja terjadi kepada pihak bank yang memberikan 

pembiayaan. 

 

 

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Ijarah 

1. Pengertian Ijarah 

Ijarah, merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu 

imbalan dan sifatnya tertentu. Sewa-menyewa adalah mengambil manfaat 

dari suatu benda, dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali. 

terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda 

yang disewakan tersebut. 

Pengertian ijarah menurut terminologi iajarah brasalah dari bahasa 

arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, jasa. Secara istilah 

ijarah adalah transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu 

barang atau jasa melalui sewa/upah dalam waktutertentu tanpa adanya 

pemindah hak atas barang tersebut.
1
 Ijarah pada dasarnya adalah akad 

yang berdiri sendiri dan pada dasarnya hanya pemanfaatan barang 

seseorang oleh orang lain dengan pembayaran sewa.
2
 Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
3
 

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau 

upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu mulai pembayaran 

                                                 
1
 Mia Lasmi Wardiah, Dasar-Dasar Perbankan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 96 

2
 Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 135. 

3
 Ibid. 
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sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterprestasikan sebagai suatu 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah 

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) 

atas barang itu sendiri.
4
 Pendapat lain mengatakan bahwa ijarah adalah 

akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.
5
  

Ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan 

imbalan. Objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang. Dari segi 

imbalannya, ijarah mirip dengan jual beli tetapi keduanya berbeda, karena 

jual beli objeknya benda sedangkan dalam ijarah, objeknya adalah 

manfaat dari benda tersebut. 

Pada sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut 

muajjir dan pihak yang menyewa disebut musta’jir. Pada lapangan 

perburuan, muajjirnya adalah pemilik usaha sedangkan buruhnya disebut 

musta’jir. Objek yang dijadikan sasaran yang berwujud imabalan dalam 

berijarah disebut al-ma’qud alaib.
6
 Perjanjian sewa menyewa merupakan 

suatu perjanjian yang berunsurkan adanya memiliki faedah/ongkos sebagai 

pengganti dari pihak lain. Menurut syara sewa menyewa adalah 

                                                 
4
 Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan 

Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 122. 
5
 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK 

dan PAPSI, (Jakarta: Grasindo, 2011), h. 142. 
6
 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), h.34 
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memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan cara penggantian 

dengan syarat-syarat tertentu.
7
 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ijarah atau sewa 

menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya 

kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan 

pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut di sanggupi 

pembayarannya. 

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan dimana 

penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari 

benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. 

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa 

pemberian sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang 

menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang 

disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti perama kali 

dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah kecuali ada kesempatan lain 

yang disepakati saat sebelum barang tersebut berpindah tangan.  

 

2. Dasar Hukum Ijarah 

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-

Quran dan sunah nabi. Al-Qur’an sebagai sumber dasar yang menjadi 

pijakannya. Sumber hukum upah salah satunya diambil dari Al-Qur’an. 

                                                 
7 

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga 

keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.155.
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Untuk memberikan pengetahuan tentang bisnis sesuai dengan syariat 

Islam. Al-qur’an sebagai landasan teori yang harus digunakan karena telah 

memberikan petunjuk sebagaimana yang tersirat dalam Q.S Al-Baqarah 

ayat 233 sebagai berikut: 

                             

                           

                             

                   

                       

                 

Artinya:” Para ibu hendaklah menyukukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuannya. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan 

pakaiana kepaada para ibu dengan cara ma’ru. Seseorang tidak 

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah 

seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan 

warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 

permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan 

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

Allah Maha Melihat aya yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 

233)” 8 
 

 

 

 

                                                 
8
 Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terkemahnya, (Bandung: CV Diponegoro, 

2008), h. 96. 
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Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Qashash ayat 26 sebagai berikut: 

                       

      

Artinya:” Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya bapakku! 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) adalah orang yag kuat lagi dapat dipercaya”. 

(Q.S Al-Qashash: 26).
9
 

 

Berdasarkan ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang 

akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam 

Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. 

Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar. Pekerjaan seseorang akan dibalas 

menurut berat ringan pekerjanya, karena Islam sangat menghargai keahlian 

dan pengalaman.  

Diriwayatkan dari Ahmad, Abu Daud dan Nasaiy dari Sa’d bin Abi 

Waqas menyebutkan: 

رْضَ بِاَ علََى السَّواَ قِى مِنَ الزَّرعِْ ف نََ هَى رسَوُلُْ اللهِّ صلََّى  كُنَّا نكَْرِى الَْ 
 اللهّ علَيَهِْ وَ سلََّمَ عنَْ ذاَلِكَ واَمَرَنْاَ انَْ نكَْرِ ب هَاَ بِذَهَبٍ اوَْ فِضَّةٍ 

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan 

hasil tanaman yang tumbuh di sana. Rasulullah lalu melarang 

cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya 

dengan uang mas atau perak.
10

 

                                                 
9
 Ibid. 

10
 Http:www.nafisahworld. blogspot.com. diunduh pada tanggal 13 pukul 21.30 WIB 
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Hadis ini relevansinya dengan praktik kontrakm ijarah pada saat 

sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang 

sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, 

seyogyanya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau 

tenggang waktu yang telah disepakati. Maka hukum ijarah diperbolehkan 

dalam hukum Islam. 

Mengenai ijarah juga sudah mendapatkan ijma’ ulama berupa 

kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah 

atau perjanjian sewa menyewa. Hal inisejalan juga dengan prinsip 

muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil 

yang melarangnya.
11

 

Terdapat perbedaan antara para ulama dan sahabat Nabi tentang 

hukum ijarah berdasarkan pendapat sahabat Nabi SAW yang 

memperbolehkan bahwasannya sahabat memperbolehkan melakukan akad 

ijarah namun harus didasari oleh kebutuhan masyarakat dari masyarakat 

itu sendiri, yaitu berupa manfaat barang atau jasa. Namun sahabat Nabi 

SAW yang tidak memperbolehkan adanya akad ijarah bahwasannya 

apabila akad ijarah didasarkan berupa uang, hal ini dikarenakan akad 

ijarah hanya untuk  manfaat suatu benda atau jasa. Apabila menyewakan 

uang berarti adanya ribawi yang akan menimbulkan keharaman akad 

tersebut. 

 

                                                 
11

 Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah, h. 123. 
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3. Jenis Akad Ijarah  

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik 

jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk 

mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika 

digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja maka disebut upah 

mengupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. 

Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan. 

Akad ijarah dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut: 

a. Ijarah ‘Amal digunakan untuk memperolehjasa dari seseorang 

dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. 

b. Ijarah ‘Ain atau ijarah Muthlaqah (Ijarah Murni) adalah jenis 

ijarah yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk 

mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan 

kepemilikan dari aset itu. 

c. Ijarah Muntahiya Bittamlik atau disingkat IMBT adalah sewa 

menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 

mendapat imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi 

perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau 

pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa. 

d. Ijarah Multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh 

manfaat atas suatu jasa.
12

 

  

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa 

perbankan syari’ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai 

bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah. Akad ini dapat 

mempergunakan obyek sewa untuk selamanya, yang membedakan jenis-

jenis akad ijarah adalah akad yang dilakukan di awal perjanjian.  

                                                 
12 

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian, h.155.
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Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu tidak 

merugikan salah satu pihak pun serta pihak pun terpelihara, maka harus 

diperhatikan beberapa hal dalam aktivitas ijarah, sebagai berikut: 

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas 

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. 

b. Didalam melakukan akad tidak boleh da unsur penipuan, baik 

yang datang dari muajjir ataupun musta’jir. 

c. Sesuatu yang dikadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan 

realitas buakn sesuatu yang tidak terwujud. 

d. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah 

mestilah berupa sesuatu yang mubab bukan sesuatu yang haram. 

e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa 

sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa yang tidak 

bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.
13

  

 

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik 

jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk 

mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa.  

Salah satu jasa perbankan syari’ah yang ditawarkan adalah jasa 

pembiayaan Ijarah, pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda 

dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga 

dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah 

mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah 

lainnya. keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan 

usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, 

melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari’ah, sehingga 

pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan.  

 

                                                 
13

 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, h.35 
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4. Rukun dan Syarat Ijarah  

Akad ijarah dapat dikatakan sah atau diperbolehkan apabila sudah 

memenuhi rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad ijarah. Akad ijarah 

tidak boleh saling dirugikan antara pemilik dan penyewa dari manfaat dan 

jasa. Rukun ijarah sebagai berikut: 

a. Pernyataan ijab qabul 

b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi 

sewa (lessor, pemilik aset, LKS) dan penyewa (lesse, pihak 

yang mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah) 

c. Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna 

aset. 
d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah 

 adalah objek kontrak yang 

harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu 

sendiri. 

e. Sighat ijarah berupa penrnyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal 

atau dalam bentuk lain yang equivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan 

penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).14
 

 

Setelah terpenuhinya rukun dan syarat dari akad ijarah tersebut, 

maka akad tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum. Jika telah 

memiliki kekuatan hukum, maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut 

harus dilaksanakan dan ditaati dengan itikad baik oleh pemberi sewa dan 

penyewa.  

Akad ijarah dengan akad sewa-menyewa pada bank syari’ah 

merupakan akad yang sangat fleksibel, sedangkan dalam penerapannya 

sangat meringankan dan memberi kemudahan bagi para nasabahnya. 

Nasabah yang memerlukan suatu barang atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhannya baik kebutuhan konsumtif atau bisnis, tetapi tidak harus 

                                                 
14

 Abdul Ghofur Anshori, Aspek Hukum Reksa Dana Syariah di Indonesia, (Bandung: 

Refika Aditama, 2008), h. 25. 
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memiliki barang tersebut secara permanen atau membutuhkan barang tetapi 

tidak dapat membelinya. 

Apabila akad ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib 

mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, 

maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang 

dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan 

kosong.
15

 Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad sewa-menyewa atau 

Ijarah akan berakhir apabila: 

a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang hilang 

Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sewa telah berakhir. 

b. Apabila yang disewakan itu adalah rumah, maka rumah itudikembalikan 

kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa 

seseorang, maka itu berhak menerima upahnya. 
16

 

Akad ijarah dapat dikatakan berakhir, apabila pihak penyewa sudah 

mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya bahwa waktu 

menyewa telah usai atau selesai. Selain itu apabila barang yang disewakan 

hilang atau musnah. Apabila menyewa jasa maka seseorang tersebut berhak 

menerima upah sesuai dengan perjanjian awal. 

 

 

 

B. Ijarah Muntahiya Bittamlik  

                                                 
15

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari “Fiqh Sunnah”, 

(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006),  h. 161 
16

 Ibid. 



 

 

20 

1. Pengertian Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Secara etimologi, akad IMBT berasal dari tiga kata bahasa arab , 

yaitu ijarah, muntahiyah, dan bitamlik, yang ketiganya memiliki arti 

“sewa”, “berakhir” dan “dengan kepemilikan”. Sedangkan secara 

terminologi, Wahbah Zuhaili, mengartikan akad IMBT sebagai akad sewa 

(kepemilikan manfaat suatu barang dalam kurun waktu tertentu) dengan 

harga sewa yang lebih dari harga sewa biasanya dengan perjanjian 

berpindahnya kepemilikan barang tersebut diakhir atau ditengah-tengah 

akad setelah dilunasinya hak-hak pemberi sewa yang dilakukan dengan akad 

baru untuk pemindahan barang, baik dengan akad hibah, atau jual beli (jual 

beli dengan harga sebenarnya atau harga simbolik.
17

 DSN-MUI, 

mengartikan akad ini sebagai perjanjian sewa-menyewa yang disertai 

dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada 

penyewa, setelah selesai masa sewa.
18

 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa 

antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan ats 

obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
19

 Pendapat lain 

mengakan bahwa Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah sejenis 

perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatna akad sewa 

                                                 
17 

Wahbah Zuhaili, al-Mu’âmalât al-Mâliyah al-Mu’âshirah, Cetakan Ketiga, (Damaskus: 

Dâr al-Fikr al-Mu’âshir, 2006) h. 394. 
18 

Fatwa DSN-MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarahal-Muntahiyah bi al-

Tamlik. 
19

 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami, h. 142. 
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yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Sifat 

pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.
 20 

Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) disebut juga dengan ijarah 

wa iqtina adalah perjanjian sewa antara pihak pemilik aset tetap (lessor) 

dengan penyewa (lessee), atas barang yang disewakan yang mana penyewa 

mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada saat masa sewa 

berakhir.
21

 Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) merupakan 

penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk 

memiliki barang pada akhir masa sewa (finansial lease).
22

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Akad Ijarah 

Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) adalah kombinasi antara sewa menyewa 

(ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Akad Ijarah Muntahiya 

Bit Tammlik (IMBT) terjadi pemindahan hak milik barang yang terjadi 

dengan salah satu dari dua cara. Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik 

(IMBT) terjadi dengan nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat 

ini selama beberapa bulan dan ingin memiliki barang tersebut diakhir masa 

sewa.  

Akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) merupakan sejenis 

perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa lebih tepatnya akad sewa yang 

diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa. Al-Bai Ijarah 

Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) adalah rangkaian dua buah akad, yaitu akad 

                                                 
20 

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani 

Press, 2001), h. 118. 
21

 Dwi Suwikno, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 17 
22

 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 163 
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Al-Bai dan akad Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT). Al-Bai merupakan 

akad jual beli, sedangkan Ijarah Muntahiya Bit Tammlik (IMBT) 

merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau 

hibah di akhir masa sewa. 

 

2. Dasar Hukum Ijarah Muntahiya Bit Tammlik 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong menolong, 

ijarah mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang terjadi adalah dengan menggunakan Al-Quran dan 

sunah nabi. Al-Qur’an sebagai sumber dasar yang menjadi pijakannya. 

Sumber hukum sewa menyewa salah satunya diambil dari Al-Qur’an. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S  Al-Imran ayat 104 sebagai 

berikut: 

                            

             

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 

mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.
23

 (Q.S. Al-Imran: 104). 
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, , h. 185. 



 

 

23 

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak berdosa jika 

ingin menyewakan sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat 

tertentu, kaitannya dengan Ijarah Muntahiya Bit Tammlik adalah 

mengisayaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan, bahwasannya tidak 

berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat 

harus membayar upah terhadap pekerjaan yang sudah dilakukan oleh 

pekerja. 

b. Hadis 

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf sebagai berikut: 

الصُّلْحُ جاَئِزٌ ب يََْْ الْمسُلِْمِيَْْ اِلَّ صلَْحاً حرَمََ حَلََلً أوَْ احََلَّ حرَاَماً 
رواه )واَلْمُسلِْموُنَْ علََى شُروُطِْهِمْ إِلَّ شَرطْاً حرَمََ حَلََلً أوَْ احََلَّ حرَاَماً 

 (الترمذي عن عمر بن عوف
Artinya: Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat 

mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. 

 

Dalam kaidah fiqih, adalah: 

 اَلَأ صْلُ فيِ الْمُعَا مَلََ تِ الِْْ باَ حَةُ إلًِّا اَنْ يدَُلًا دَليِْلٌ عَلَي تَحْريِْمِهاَ

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan 

kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

c. Ijma’ 

Ijarah Muntahiya Bit Tammlik diperbolehkan oleh syara’ dengan 

dasar hukum atau dalil. 
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Para ulama memperbolehkan melakukan Ijarah Muntahiya Bit 

Tammlik dengan menggunakan dasar hukum bahwasannya akad Ijarah 

Muntahiya Bit Tammlik adalah satu transaksi yaitu akad sewa yang 

dilakukan oleh penyewa dan pemilik, berakhir pada masa atau waktu 

yang telah ditentuakn oleh kedua belah pihak. Ijarah Muntahiya Bit 

Tammlik juga dapat diperpanjang masa kontrak atau membeli barang atau 

jasa menggunakan harga sesuai dengan yang berlaku dipasar sehingga 

tidak merugikan kedua belh pihak. 

Pemberlakukan IMBT dalam perjanjian di Indonesia didasarkan 

dengan adanya hukum positif yang berlaku dalam bentuk peraturan-

peraturan, beberapa di antaranya adalah: 

a. Asas kebolehan dan kebebasan inovasi dalam produk akad syariah 

yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dan 2 

yang menyebutkan “…atau akad lain yang tidak bertentengan 

dengan prisnsip syariah…”  

b. Berdasarkan KUHPerdata akad IMBT merupakan jenis dari 

perjanjian tidak bernama (Pasal 1319) yang timbul dari asas 

kebebasan berkontrak (pasal 1338). Akad IMBT pada dasarnya 

sudah memenuhi syarat-syarat sah dari perjanjian (pasal 1320) serta 

unsur-unsur perjanjian lainnya. Sedangkan akibat hukum yang 

ditimbulkan dari IMBT adalah adanya hak dan kewajiban bagi 

mereka yang melakukanya. 

c. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Bab X tentang 

Sewa-Menyewa, Bagian Kesembilan tentang Sewa-Beli dan 

Sanksinya, Pasal 276-287.  
d. Fatwa DSN-MUI No 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-

Muntahiyah bi al-Tamlik. Fatwa MUI dalam ekonomi syariah 

menjadi hukum positif berdasarkan UU No 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah yang menyatakan “Prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama 

Indonesia.
24 

 

                                                 
24

 A. Djazuli, coord. ed., Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Bandung: 2007), 

h. 80 
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Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Ijarah al Muntahiya bit 

Tamlik (IMBT) adalah kepemilikan suatu manfaat/jasa berupa barang yang 

jelas dalam tempo waktu yang jelas dikuti dengan adanya pemberian 

kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang 

jelas. Ijarah al Muntahiya bit Tamlik adalah akad sewa menyewa antara 

pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek 

sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa 

pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 

 

3. Jenis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Ijarah Muntahiya Bit Tammlik merupakan salah satu jenis akad 

ijarah yang menyewakan barang atau jasa diakhiri dengan pemindahan 

kepemilikan barang. Ijarah Muntahiya Bit Tammlik mempunyai lima (5) 

bentuk, yaitu:  

a. Akad ijarah yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk 

memindahkan kepemilikan barang sewa kepada pihak penyewa. 

b. Akad ijarah memang dari awal dimaksudkan untuk sewa, hanya 

saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan 

memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu. 

c. Akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang, pada saat 

akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang 

mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa. 

d. Akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang, pada saat 

akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang 

mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewa. 

e. Akad ijarah dimaksudkan untuk sewa suatu barang, dalam jangka 

tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu, pada saat 

akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang 

mengikat untuk memberikan hak tiga opsi kepada pihak penyewa, 

sebagai berikut: 

1) Opsi pertama pihak menjadi pemilik dengan pembayaran 

sejumlah uang yang telah diangsurkan bersamaan dengan 

angsuran uang sewa. 
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2) Opsi kedua memperpanjang masa sewa. 

3) Opsi ketiga pihak penyewa mengembalikan barang sewa 

kepada pemberi sewa.
25

 

  

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik 

jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk 

mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan jika 

digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja maka disebut upah 

mengupah. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. 

Objek ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan. 

Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa barang dan sewa 

tenaga atau jasa (pengupahan), sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 

manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah 

jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.
26

 Perjanjian persewaan atas 

sebagai orang yang lain seperti perahu dan binatang secara khusus dinamai 

dengan istilah “kira” meskipun keduanya termasuk barang yang dapat 

dipindahkan yang dianggap sama dengan perahu dan binatang ialah semua 

barang yang tetap seperti tanah, bumi, rumah dan lainnya. 

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa 

perbankan syari’ah, sedangkan ijarah bentuk kedua biasa dipakai sebagai 

bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari’ah. Akad ini dapat 

mempergunakan obyek sewa untuk selamanya, yang membedakan jenis-

jenis akad ijarah adalah akad yang dilakukan di awal perjanjian.  
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 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),  

h.115. 
26

 Ibid.. 
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Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik 

jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk 

mendapatkan manfaat barang maka disebut sewa-menyewa.  

Salah satu jasa perbankan syari’ah yang ditawarkan adalah jasa 

pembiayaan Ijarah, pembiayaan ijarah ini mempunyai konsep yang berbeda 

dengan konsep kredit pada bank konvensional, pembiayaan Ijarah juga 

dikatakan sebagai pendorong bagi sektor usaha karena pembiayaan Ijarah 

mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan jenis pembiayaan syari’ah 

lainnya. keistimewaan tersebut adalah bahwa untuk memulai kegiatan 

usahanya, pengusaha tidak perlu memiliki barang modal terlebih dahulu, 

melainkan dapat melakukan penyewaan kepada bank syari’ah, sehingga 

pengusaha tidak dibebankan dengan kewajiban menyerahkan jaminan.  

 

4. Rukun dan Syarat Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Secara hukum, agar ijarah (sewa-menyewa) memiliki kekuatan 

hukum maka harus memenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut: Rukun 

ijarah Muntahiya Bittamlik meliputi dari: 

a. Penyewa (must’jir) atau dikenal dengan lessee, yaitu pihak yang 

menyewa objek sewa. Dalam aplikasi perbankan penyewa adalah 

nasabah. 

b. Pemberi sewa (mu’ajjir), dikenal dengan lessor, yaitu pemilik 

barang yang digunakan sebagai objek sewa. 

c. Objek sewa (ma’jur) adalah barang yang disewakan, biasanya 

dalam bentuk aset tetap yang berwujud. 

d. Harga sewa/manfaat sewa (ujrah) adalah manfaat atau imbalan 

yang diterima oleh mu’ajjir. 

e. Ijab qabul adalah serah terima barang.
27
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Syarat Ijarah Muntahiya Bit Tammlik adalah: 

 

a. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. 

b. Ma’jur memiliki manfaat dan manfaatnya dibenarkan dalam Islam, dapat 

dinilai atau diperhitungkan dan manfaat atas transaksi Ijarah Muntahiya 

Bit Tammlik harus diberikan oleh lessee kepada lessor
 .28

 

Pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik ada ketentuan-

ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan yang bersifat khusus. Pertama, 

ketentuan yang bersifat umum dalam akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

sebagai berikut: 

a. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad ijarah (Fatwa 

DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad 

Ijarah Muntahiya Bittamlik. 

b. Perjanjian untuk melakukan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik 

harus disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. 

c. Hak dan kewajiban setiap pihak dijelaskan dalam akad. 
29

 

 

Kedua ketentuan tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai 

berikut: 

a. Pihak yang melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus 

melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan 

kepemilikan baik dengan jual beli (ba’i) atau pemberian (hibah) 

hanya dapat dilakukan setelah masa  ijarah selesai. 

b. Janji pemindahan kepemelikan yang disepakati di awal akad 

ijarah adalah wa’ad (janji) yang hukumnya tidak mengikat. 

Apabila janji itu ingin dilaksanakan maka harus ada akan 

pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah 

selesai.
30
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Ketiga: 

a. Jika salah satu pihak tidak menuaikan kewajibannya atau jika 

terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya 

dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapaim 

kesepakatan melalui musyawarah. 

b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika 

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan 

disempurnakan sebagaimana mestinya.
31

 

 

Perjanjian Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan kontrak 

sewa yang terikat dengan jangka waktu. Ijarah Muntahiya Bittamlik 

berakhir dalam beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Masa kontrak berakhir dan pembayaran sewa dilakukan sesuai 

dengan perjanjian. 

b. Masa kontrak belum berakhir, namun penyewa membayar seluruh 

biaya sewa sesuai dengan kontrak. Bank syaiah akan memberikan 

diskon karena penyewa membayar biaya sewa lebih cepat 

dibandingkan masa pembayaran sesuai dengan perjanjian, besar 

diskon tergantung kebijakan bank syariah. 

c. Masa kontrak belum berakhir, namun penyewa tidak lagi 

membayar sewa. Dalam hal ini terjadi wanprestasi yang dilakukan 

oleh penyewa (nasabah) sehingga objek sewa bisa diambil oleh 

bank syariah. 

d. Objek sewa hilang. Apabila objek sewa hilang maka pelunasan 

dilakukan oleh asuransi yang telah menutup atas kerugian karena 

kehilangan dan atau kerusakan objek sewa-menyewa.
32

 

 

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa antara pihak 

pemilik aset tetap (lessor) dan penyewa (lessee), atas barang yang 

disewakan, penyewa mendapat hak opsi untuk membeli objek sewa pada 

masa sewa berakhir. Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam perbankan dikenal 

dengan financial lease yaitu gabungan antara sewa dan jual beli karena pada 

akhir masa sewa, penyewa diberi hak opsi untuk membeli objek sewa. Pada 
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akhir masa sewa, objek sewa akan berubah menjadi milik lessee. Keduanya 

harus menyetujui perjanjian tersebut agar tidak ada yang dirugikan ataupun 

kesalahpahaman atas Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 

 

5. Fatwa MUI tentang Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Fatwa DSN-MUI bahwa pihak yang melakukan ijarah Ijarah 

Muntahiya Bittamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad 

pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli maupun pemberian (hibah) 

hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Pembiayaan dalam 

bentuk ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) dapat dilakukan 

restrukturisasi dengan cara: 

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), dilakukan dengan 

memperpanjang jangka waktu jatuh tempo.  

b. Persyaratan kembali (Reconditioning) dilakukan dengan 

menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah 

angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian  potongan 

ujdrah  dan/atau lainnya.  

c. Penataan kembali (rastructuring) dengan melakukan konversi akad 

ijarah atau akad Ijarah Muntahiya Bittamlik menjadi mudharabah 

atau musyarakah. 

d. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi 

menjadi penyertaan modal sementara.
33

 

 

Fatwa Syaikh Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan tentang akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik bahwa “Tidak ragu lagi bahwa Hai’ah Kibaril Ulama 

telah memfatwakan haramnya akad muamalah ini yaitu Ijarah Muntahiya 

Bittamlik”. Maka wajib mengamalkan fatwa tersebut dan hendaknya tidak 

menyelisihinya. Dan jangan terpengaruh fatwa sebagian orang yang 
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memperbolehkannya dari orang-orang yang menjadi praktisi hal tersebut 

dan orang-orang bermudah-mudahan dalam hal ini.
34

 

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bagian kesembilan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik pasal 323 (1) adalah tambahan definisi diketentuan 

umum akad Ijarah Muntahiya Bittamlik atas suatu benda antara mu’ajir 

dengan musta’jir diakhiri dengan kepindahan kepemilikan. Dan (2) 

pemindahan kepemilikan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) dapat 

dilakukan dengan akad ba’i dan hibah.
35

 

Fatwa Dewan Syariah nasional No. 7/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 

28 Maret 2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiya Bi Al-Tamlik berikut 

ketentuan teknis yang harus diperhatikan oleh Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) yang ingin menerapkan Ijarah Muntahiya Bittamlik dalam produk 

pembiayaan: 

a. Perjanjian untuk melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus 

disepakati ketika akad ijarah ditandatangani. 

b. Pihak yang melakukan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus 

melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu, akad pemindahan 

kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat 

dilakukan setelah masa ijarah selesai. 

c. janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad 

ijarah adalah wa’d, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji 

itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan 

kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.
 36

 

 

Ketentuan ijarah berlaku pada akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, 

maka Lembaga Keuangan Syariah khususnya Bank Syariah wajib 

memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Bank dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang 

yang telah dimiliki bank. 

b. Bank wajib menyediakan barang sewa menjaminpemenuhan 

kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketetapan waktu 

penyediaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan. 

c. Bank wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/asset sewa 

yang sifatnya materiil dan struktural sesuai dengan kesepakatan. 

d. Bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan 

barang yang akan disewakan oelh nasabah. 

e. Nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga 

keutuhan barang sewa dan menanggung biaya pemeliharaan 

barang sewa sesuai dengan kesepakatan. 

f. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa 

yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian 

nasabah.
37

 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiya Bittamlik harus berdasarkan ketentuan 

pada Bank yang menyelenggarakan Ijarah Muntahiya Bittamlik yang 

disesuaikan dengan Undang-undang yang berlaku. sebenarnya memiliki 

banyak bentuk tergantung apa yang disepakati oleh kedua pihak yang 

berkontrak. Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad sewa barang dalam 

jangkawaktu tertentu yang diikuti dengan kepemilikan dari barang yang 

disewa. 

Ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan salah satu solusi pembiayaan 

islam bagi orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak 

memiliki cukup biaya untuk angsurannya pun belum mencukupi Ijarah 

Muntahiya Bittamlik menjadi silusi karena dengan menyewa secara bulanan 

seperti menyewa barang pada umumnya. Tetapi pada akhir periode sewa 

yang disepakati pihak yang menyewakan memindahkan kepemilikan barang 
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tersebut kepada si penyewa pemindahan ini bisa dengan jual beli atau 

dengan hibah saja namun, bukan berarti pembiayaan Ijarah Muntahiya 

Bittamlik tidak mengandung unsur kerugian. Kerugian bisa saja terjadi 

kepada pihak bank yang memberikan pembiayaan.  

Kemungkinan kerugian bisa terjadi ketika pembelian barang 

dilakukan sebelum masa sewa berakhir karena pendapatan yang diperoleh 

lebih kecil dari dana yang telah dikeluarkan saat pembelian barang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), 

yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang penelitian 

kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk 

mengembangkan konsep, pemahaman, teori tentang kondisi lapangan dan 

berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang 

mendiskripsikannya melalui bahasa non numerik dalam konteks dan 

paradigma alamiah. 

Penelitian ini akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan 

cara menjelaskan, memaparkan/atau mengambarkan dengan kata-kata 

secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujid 

nomer/angka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 

dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari 

kuantifikasi (pengukuran).
1
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Penelitian lapangan (field research) bertujuan untuk memecahkan 

masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.
2
 Penelitian 

lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan tentang implementasi ijarah muntahiya bittamlik di BRI 

Syariah Metro. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-

kejadian.
3
 

Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan 

bukan berupa angka-angka hitungan. Penelitian yang peneliti lakukan 

merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 

mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta 

khususnya mengenai konsep Implementasi ijarah muntahiya bittamlik di 

BRI Syariah Metro. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.
4
 

Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu: 
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1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. 
5
 Pendapat lain mengatakan 

bahwa Sumber data primer adalah subjek yang diperoleh dari responden 

melalui kuesioner, kelompok fokus dan panel atau juga data hasil 

wawancara peneliti dengan narasumber.
 6

 

Sumber primer diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Devi 

Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di dan Bapak Yulansyah serta 

Ibu Rukmianti selaku anggota BRI Syariah Metro.  

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

lewat dokumen. 
7
 Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh 

orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau 

klasitifikasi menurut keperluan mereka.
8
 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa sumber data 

sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari 

sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, refrensi yang berkaitan 

dengan implementasi ijarah muntahiya bittamlik, sebagai berikut: 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan 

Implementasi ijarah muntahiya bittamlik di BRI Syariah Metro, digunakan 

beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap 

permasalahan tersebut. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 
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pertanyaan.
9
 Wawancara atau interview adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil 

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab 

atau respon dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara).
10

 

Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:  

a. Pedoman wawancara tidak terstrukur yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. 

b. Pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terprinci sehingga menyerupai check-list.
11

 

Berdasarkan penjelasan di atas, wawancara yanng digunakan dalam 

bentuk terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara 

dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Teknik 

interview atau wawancara digunakan untuk mencari keterangan dan data 

tentang implementasi ijarah muntahiya bittamlik di BRI Syariah Metro. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tertulis, seperti buku 

harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.
12

 Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah 

pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang sejarah 
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berdirinya, profil, visi, misi, produk yang digunakan dan struktur 

organisasi BRI Syariah Kota Metro serta daftar nasabah yang mengambil 

produk ijarah muntahiya bittamlik di BRI Syariah Metro. 

 

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data 

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (credibility) dalam proses 

pengumpulan data penelitian. Trianggulasi data adalah salah satu contoh 

pengukuran derajat kepercayaan (credibility) yang bisa digunakan dalam 

proses pengumpulan data penelitian.
13

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam penelitian karya ilmiah 

harus dilakukan teknik penjamin keabsahan data agar tidak ada unsur ada 

rekayasa atau manipulasi data yang dilakukan oleh peneliti, hal ini dibuktikan 

dengan melakukan trianggulasi data melalui wawancara dan observasi yang 

dilakukan peneliti kepada narasumber atau subjek penelitian sehingga hasil 

penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Maka dalam hal ini digunakan konsep dan teori dari berbagai referensi 

atau rujukan dalam mengungkapkan tentang implementasi ijarah muntahiya 

bittamlik dan tetap bersumber primer pada referensi atau rujukan utama yang 

telah ditentukan, serta bersumber pada referensi atau rujukan penunjang yang 

berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
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Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilomiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.
14

 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji 

keabsahan data yng dapat dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Credibility  

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil 

penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan 

tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau 

kepercayaan data, artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan 

pengamatan, wawancara dengan sumber data sehingga hubungan antara 

peneliti dengan sumber akan terjalin, semakin terbuka, saling timbul 

kepercayaan maka informasi yang diperoleh semakin banyak dan 

lengkap. 

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian 

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan 

maka kepastian data dan urutan konologis pewristiwa dapat dicatat atau 

direkam dengan baik, sistematis, meningkatkan kecermatan merupakan 
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salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah 

dikumpulkan, dibuat dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk 

meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca 

berbagai refrensi, buku, hasil penelitian terdahulu dan dokumen-

dokumen yang terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh. 

c. Trianggulasi 

Triangggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu.
15

 

1) Trianggulasi sumber. 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan tiga sumber data.
16

  

2) Trianggulasi Teknik. 

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek dapa kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi 
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lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar.
17

 

3) Trianggulasi Waktu 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara berdasarkan 

waktu akan memberikan  data yang lebih valid sehingga lebih 

kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

Apabila hasil uji menghasilkan  data yang berbeda maka dilakukan 

secara berulang-ulang sehingga dapat ditemukan kepastian datanya.
18

  

d. Analisis Kasus Negatif 

Melakukan analsis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang 

berbeda  atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. 

Apabila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan 

temuan berarti masih  mendapatkan data-data yang bertentangan dengan 

data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah 

temuannya.
19

  

e. Menggunakan Bahan Refrensi 

  Menggunakan bahan refrensi adalah pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan 

penelitian, sebaiknya data-data yang telah dikemukakan perlu dilengkapi 
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dengan foto-foto atau dokumen autentik sehingga menjadi lebih dapat 

dipercaya.
20

  

f. Mengadakan Member Check 

Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. 

2. Tranferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Validirtas eksternal menunjukkan derajat keteptan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil.
21

 

3. Dependability 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang 

independen atau pembimbing yang independen yang mengaudit keseluruhan 

aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Comfirmability 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga comfirmability 

penelitian. Penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian 

telah disepakati oleh banyak orang. Penelitian  kualitatif uji comfirmability 

berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan  proses yang 

dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dan proses penelitian 
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yang dilakukan maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

comfirmability. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Untuk keperluan analisis data, penelitian ini menggunakan metode 

analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang 

dan perilaku mereka yang dapat diamati.
22

 Pendekatan induktif adalah 

pendekatan yang dilakukan untuk membangun sebuah teori yang berdasarkan 

hasil pengamatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola 

yang akan melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang 

dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori.
23

 Untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, Penelitian 

kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, metode analisis 

dengan pola berfikir induktif merupakan metode analsiis yang menguraikan 

dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai 

dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari 

fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan 

penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut.  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Sekilas BRI Syariah Kota Metro 

1. Sejarah Bank BRI Syariah Kota Metro 

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., 

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan 

izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No. 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT, 

Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional 

secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan 

berdasarkan prinsip syariah Islam.
1
 

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan 

sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai 

kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih 

bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service exellence) 

dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan dengan prinsip 

syariah.
2
 

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri 

perbankan nasional dipertegas oleh mereka pendar cahaya yang mengikuti 

logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan 
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2
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masyarakat terhadap sebuah Bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah 

yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi 

warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai 

benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
3
 

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank 

BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur 

Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dan Bapak Ventje 

Raharjo selaku Direktur utama PT. Bank BRI Syariah. Saat ini PT. Bank 

BRI Syariah menjadi Bank Syariah ketiga terbesar berdasrkan aset PT Bank 

BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, 

dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah 

bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern 

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.
4
 

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank Syariah merintis sinergi 

dengan PT. Bank Rakyat Indoneisa (persero), Tbk., dengan memanfaatkan 

jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai kantor 

layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada 

kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen 

berdasarkan prinsip Syariah. Alamat BRI Syariah KCP Metro yaitu di Jalan 

                                                 
3
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4
 Dokumentasi BRI Syariah Kota Metro Tahun 2014 



 

 

47 

AH Nasution, No. 186 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Provinsi 

Lampung Kode Pos 34124.  

 

2. Visi dan Misi BRI Syariah Metro 

BRI Syariah sebagai bank retail modern yang memberikan solusi 

keuangan yang amanah karena hal ini menjadi salah satu anak perusahaan 

bank BRI yang fokus pada perbankan Syariah. Bank BRI Syariah 

merupakan perusahaan perbankan pengelolaan Bank BRI Syariah yang 

mempunyai kantor diberbagai wilayah Indonesia baik dalam lingkup 

provinsi, kota maupun kabupaten yaitu salah satunya di Metro Timur hal ini 

disebabkan agar lebih dekat serta bisa memberikan layanan terbaik kepada 

para nasabah di dunia perbankan. Oleh karena itu BRI Syariah mempunyai 

visi dan misi sebagai berikut:  

a. Visi BRI Syariah Metro 

Menjadi Bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk 

kehidupan lebih bermakna. 

b. Misi BRI Syariah Metro 

1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan finansial nasabah. 

2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. 

3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan 

dimanapun. 
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4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup 

dan menghadirkan ketentraman fikiran. 

3. Struktur Organisasi BRI Syariah Kota Metro 

Gambar 4.1.  

Struktur Organisasi BRI Syariah Kota Metro  
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4. Produk BRI Syariah Kota Metro 

a. Produk Pembiayaan BRI Syariah Kota Metro 

1) KPR BRI Syariah 

2) Qardh Beranggunan BRI Syariah 

3) Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRI Syariah 

4) Pembiayaan Ritel BRI Syariah 

5) Kemitraan BRI Syariah 

b. Service PT Bank Syariah Terbuka 

1) E-Banking 

2) EDC (Electronic Data Capture) 

a) EDC Mini Banking 

b) EDC Mikro 

c) EDC Mitra Payment Point. 

d) EDC Purchase 

c. Produk Simpanan BMT Mentari 

1) Tabungan BRI Syariah 

a) Tabungan Faedah BRI Syariah 

b) Tabungan Haji BRI Syariah 

c) Tabungan Impian BRI Syariah 

d) Simpel (Simpanan Pelajar) 

2) Giro BRI Syariah 

3) Deposito BRI Syariah.
5
 

                                                 
5
  Dokumentasi, BRI Syariah Kota Metro, Tahun 2016 
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B. Ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah Metro. 

Al Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik (IMBT) adalah kepemilikan suatu 

manfaat/jasa berupa barang yang jelas dalam tempo waktu yang jelas dikuti 

dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus 

dengan adanya ganti yang jelas.  Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad sewa 

menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan 

atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek 

sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. 

Transaksi ijarah Muntahiya Bittamlik merupakan pengembangan 

transaksi ijarah untuk mengakomodasi kebutuhan pasar. Rukun dari ijarah 

Muntahiya Bittamlik sama dengan rukun dari ijarah. ijarah Muntahiya 

Bittamlik salah satu solusi pembiayaan islam bagi orang-orang yang 

membutuhkan suatu barang namun tidak memiliki cukup biaya untuk 

angsurannya pun belum mencukupi IMBT menjadi solusi karena dengan 

menyewa secara bulanan seperti menyewa barang pada umumnya. 

Peneliti melakukan wawancara kepada Devi Rasriantina sebagai 

Account Officer (AO) marketing BRI Syariah Metro sebagai berikut: 

Minat nasabah dalam memilih produk ijarah Muntahiya Bittamlik terus 

meningkat setiap tahunnya. Secara umum kontrak ijarah adalah menggunakan 

objek atau barang yang tidak bergerak, Bank BRI Syariah akan membelinya 

untuk kepentingan nasabah yang akan menyerahkan kepada bank suatu 

imbalan penyewaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang cukup 

untuk menutupi modal pokok pemula dan bank juga mendapatkan keuntungan 
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dari aktifitas usaha dan biasanya berakhir dengan perolehan nasabah untuk 

memiliki barang yang tidak bergerak tersebut. Dan jika berbentuk barang yang 

bergerak Bank BRI Syariah Kota Metro akan membelinya dan 

menyewakannya kepada nasabah, dimana nasabah memiliki hak pilih ketika 

berakhirnya masa penyewaan antara memiliki barang tersebut, membuat akad 

baru ataupun menggugurkannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang 

telah disepakati.
6
 

Salah satu keunggulan produk di Bank BRI Syariah Kota Metro adalah 

KPR Bank BRI Syariah.  Peningkatan pembiayaan KPR BRI Syariah didorong 

adanya kerjasama strategis antara BRI Syariah dengan developer dan agen-

agen penjualan property serta adanya program kesejahteraan karyawan. Untuk 

meningkatkan pembiayaan KPR di Kota-kota, KPR sejaktera juga bekerjasama 

dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI melalui program 

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). KPR ini ditujuakn kepada 

lapisan masyarakat menengah atas dan bawah yang mampu membayar biaya 

sewa maupun membeli secara kontan (cash).
7
 

Adapun produk ijarah Muntahiya Bittamlik adalah termasuk salah satu 

perangkat permodalan dan produk pembiayaan yang penting guna mencapai 

suatu keuntungan (profit) yang diterapkan oleh Bank BRI. Manajemen 

oprasionalnya, BRI Syariah membeli apa yang diinginkan oleh nasabah yang 

berupa alat-alat perlengkapan dan terkadang juga barang yang tidak bergerak 

                                                 
6
 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota Metro 

pada tanggal 04 September 2018 pukul 09.20 WIB.  
7
 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota Metro 

pada tanggal 04 September 2018 pukul 09.32 WIB.  
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seperti rumah dan bank juga menyewakan kepada mereka dengan harga yang 

telah disepakati antara kedua belah pihak. Tim marketing menghitung dengan 

perkiraaan hal ini dijelaskan bahwa setiap rumah berbeda-beda harganya hal ini 

sesuai dengan kemampuan nasabah. Nasabah mengambil KPR jangka waktu 

15 tahun dengan Harga rumah Rp. 150.000.000, nasabah memberikan DP Rp. 

45.000.000 maka sisa Rp. 105.000.000, maka terhirung hutang plafon kredit 

nasabah sejumlah Rp.105.000.000., bank memberikan bunga flas sebesar 5% 

maka jumlah Rp 437.500 dan ditambah cicilan pokok Rp. 583.333.333 maka 

berjumlah Rp. 1.020.833,33 dibulatkan menjadi Rp 1.021.000 setelah dua 

tahun angsuran yang telah dibayarkan nasabah mencapai Rp 24.500.000 dari 

jumlah angsuran berarti nasabah harus melunasi Rp. 80.400.000 selama 13 

tahun kedepan sebesar Rp 1.120.000 karena bank menetapkan floating 8%. 

Berdasarkan penjelasan angsuran tersebut maka terdapat 2 harga penetapan 

yang dilakukan bank yaitu 5% dan 8%. Pengembaliannya dengan cara 

angsuran tiap bulan atau dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada 

akad yaitu 5 tahun, 10 tahun bahkan 15 tahun. Lalu bank memberikan pilihan 

kepada nasabah pada saat berakhir kontrak untuk memilih barang yang disewa 

dengan cara membelinya dari bank (produk ijarah Muntahiya Bittamlik), atau 

dengan menyerahkannya kepada bank (ijarah).
8
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 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota Metro 

pada tanggal 04 September 2018 pukul 09.45 WIB.  
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Prosedur produk ijarah Muntahiya Bittamlik sebagai berikut: 

1. Bank syariah dan developer mengadakan perjanjian kerjasama (MOU) atas 

kepemilikan rumah. BRI Syariah akan menyediakan fasilitas pembiayaan 

pemilikan rumah bagi calon pembeli rumah developer. 

2. Calon nasabah yang bermaksud untuk membeli rumah yang berlokasi milik 

developer dan mengajukan pembiayaan pemilikan rumah kepada Bank BRI 

Syariah. Calon nasabah melengkapi persyaratan permohonan  pembiayaan 

sesuai kriteria yang dipersyaratkan. Apabila persyaratannya lengkap, BRI 

Syariah melakukan analisa kelayakan pembiayaan terhadap calon nasabah. 

3. Apabila calon nasabah layak dibiayai, maka BRI Syariah akan 

mengeluarkan surat persetujuan kepada calon nasabah. Calon nasabah 

melakukan negosiasi dengan BRI Syariah, apabila terjadi kesepakatan  

maka calon nasabah menandatangani surat penawaran dan berjanji untuk 

melakukan transaksi produk ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah. 

4. BRI Syariah melakukan transaksi rumah (berdasarkan perjanjian MOU) 

dengan developer sesuai dengan spasifikasi rumah yang diminta oleh calon 

nasabah secara prinsip (fiqih) rumah menjadi milik BRI Syariah 

(dokumentasi rumah dibuat atas nama nasabah). 

5. Nasabah dan pihak BRI Syariah melakukan perjanjian pembiayaan 

pemilikan rumah berdasarkan prinsip ijarah Muntahiya Bittamlik dengan 

janji (wa’ad) dari BRI Syariah  untuk melepaskan kepentingannya atas 

rumah (akad faqih hibah) setelah kewajiban nasabah lunas. 
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6. Developer sebagai wakil BRI Syariah (berdasarkan MOU) menyerahkan 

rumah kepada nasabah (nasabah mendapatkan manfaat rumah selama masa 

ijarah Muntahiya Bittamlik). 

7. Nasabah membayar kewajiban ke BRI Syariah sesuai dengan jadwal yang 

telah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. 

8. Sesuai dengan kesepakatan di awal akad, Bank dan nasabah sepakat untuk 

melakukan review terhadap jumlah kewajiban nasabah pada setiap periode 

yang ditentukan. 

9. Diakhir pada masa ijarah Muntahiya Bittamlik BRI Syariah merealisasikan 

janjinya (wa’ad) dengan melepaskan kepentingan atas rumah dan 

menyarankan rumah kepada nasabah setelah seluruhnya kewajiban nasabah 

dilunasi.
9
 

Resiko yang muncul pada produk ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI 

Syariah Metro adalah resiko default yaitu nasabah tidak membayar cicilan 

dengan sengaja, aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan 

harus dilakukan oleh si pemberi sewa (muajjir) dan nasabah berhenti ditengah 

kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut, akibatnya Bank BRI Syariah 

menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada 

nasabah.
10
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 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota Metro 

pada tanggal 04 September 2018 pukul 09.58 WIB.  
10

 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota 

Metro pada tanggal 04 September 2018 pukul 10.10 WIB.  
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Manfaat produk ijarah Muntahiya Bittamlik adalah salah satu alternatif 

skim syariah untuk memfasilitasi pembiayaan jangka menengah dan jangka 

panjang yang sesuai dnegan jelas usaha nasabah sekaligus mengamankan 

kepentingan bank. Produk ijarah Muntahiya Bittamlik  lebih fleksibel dan 

kompetitif bagi nasabah dalam penetapan harga sewa walaupun ada beberapa 

resiko yang mungkin terjadi namun harus diantisipasi oleh pihak bank BRI 

Syariah Kota Metro. Keuntungan yang diperoleh nasabah adalah penambahan 

modal untuk meningkatkan inventasi, sedangkan keuntungan pada bank adalah 

sebagai wujud diverifikasi produk dan dapat mempercepat penyaluran dana 

dan meningkatkan pola investasi yang baik.
11

 

Tidak ada penyelewangan yang dilakukan oleh nasabah hal ini 

dikarenakan pihak BRI Syariah Kota Metro sangat ketat survey dan 

pengamatannya sehingga meminimalisir kegiatan penyelewengan produk 

ijarah Muntahiya Bittamlik, dikarenakan nantinya akan merugikan pihak BRI 

Syariah Kota Metro. Namun terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah 

hal ini dikarenakan dalam proses jangka waktu terdapat beberana nasabah 

mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar dan/atau menunda 

pembayaran pada saat jatuh tempo. Wanprestasi yang dilakukan nasabah tidak 

ada faktor kesengajaan karena siklus ekonomi kehidupan nasabah tersebut. Hal 

ini dikarenakan produk ijarah Muntahiya Bittamlik adalah salah satu alternatif 

skim syariah untuk memfasilitasi pembiayaan jangka menengah jangka 
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 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota 
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panjang yang sesuai dengan jenis usaha nasabah sekaligus mengamankan 

kepentingan bank.
12

 

Selain itu peneliti melakukan kepada Bapak Yulansyah dan Ibu 

Rukmianti selaku nasabah BRI Syariah Metro sebagai berikut: 

Tanggapan anggota BRI Syariah Kota Metro sangat baik  dan 

membantu, dikarenakan produk ijarah Muntahiya Bittamlik mempunyai 

kelebihan yaitu produk yang dibuat untuk kebutuhan nasabah agar dapat 

memiliki barang yang diinginkan dengan jangka waktu tertentu setelah selesai 

penyewaannya maka nasabah berhak memiliki barang tersebut (hak mutlak), 

artinya nasabah membutuhkan jasa penyewaan barang saat ini dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan oleh salah satu pihak, kemudian diakhir masa 

sewa nasabah akan memiliki barang tersebut.
13

 

Objek yang dijadikan nasabah sebagai produk ijarah Muntahiya 

Bittamlik adalah KPR, KPR adalah rumah atau hunian yang ditawarkan oleh 

pihak BRI Syariah kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu. KPR sangat 

membantu masyarakat yang belum mampu membeli rumah secara cash selain 

itu KPR menjadi salah satu invenstasi yang dipilih masyarakat. Dengan adanya 

KPR masyarakat sangat terbantu untuk memiliki rumah dengan cara diangsur 

dan jangka waktunya disesuaikan dengan kemampaun oleh masyarakat.
14
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 Wawancara, Devi Rasriantina sebagai Account Officer (AO) di BRI Syariah Kota 

Metro pada tanggal 04 September 2018 pukul 10.50 WIB.  
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 Wawancara, Yulansyah selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 
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Pihak bank tidak memberikan cara atau pemberitahuan secara 

transparan tentang pembagian nisbah. Nasabah hanya mengetahui akad ijarah 

Muntahiya Bittamlik, prosedur ijarah Muntahiya Bittamlik, biaya sewa dibayar 

oleh pihak nasabah serta pelanggaran-pelanggaran yang akan diterima oleh 

nasabah apabila melanggar perjanjian.
15

 

Landasan nasabah untuk menerima produk ijarah Muntahiya Bittamlik 

adalah ketidakmampuan nasabah dalam membeli barang yang harganya atau 

nominalnya sangat besar, maka nasabah memilih menggunakan produk ijarah 

Muntahiya Bittamlik untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Seperti 

perumahan yang menggunakan sistem KPR. Masyarakat yang mampu 

membayar DP dan cicilan KPR serta melaksanakan kewajiban selama jangka 

waktu yang ditentukan oleh pihak Bank BRI Syariah. KPR ditujukan kepada 

masyarakat lapisan atas dan menengah yang mampu membayar pembiayaan 

tersebut.
 16

 

Keuntungan yang diperoleh nasabah adalah memiliki rumah sesuai 

dengan kemampuan nasabah. Berbagai kalnagan nasabah yang melakukan  

KPR sehingga tentunya terdapat permasalahan yang berbeda. Beberapa 

nasabah mengalami kerusakan pada bagian rumah namun perbaikan dilakuan 

oleh nasabah padahal objek sewa tersebut berstatus milik Bank BRI Syariah.
17
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 Wawancara, Yulansyah selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 

September 2018 pukul 13.27 WIB.  
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 Wawancara, Yulansyah selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 
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Manajemen oprasionalnya, BRI Syariah membeli apa yang diinginkan 

oleh nasabah yang berupa alat-alat perlengkapan dan terkadang juga barang 

yang tidak bergerak seperti rumah dan bank juga menyewakan kepada mereka 

dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pengembaliannya 

dengan cara angsuran tiap bulan atau dengan cara berkala sesuai dengan 

kesepakatan pada akad. Lalu bank memberikan pilihan kepada nasabah pada 

saat berakhir kontrak untuk memilih barang yang disewa dengan cara 

membelinya dari bank (produk ijarah Muntahiya Bittamlik), atau dengan 

menyerahkannya kepada bank (ijarah).
18

 

Wawancara peneliti kepada Ibu Rukmianti selaku anggota BRI Syariah 

Metro sebagai berikut: 

Tanggapan anggota BRI Syariah Kota Metro sangat membantu 

khususnya bagi masyarakat yang menengah atau yang belum mampu untuk 

memiliki barang dengan jumlah nominal yang sangat besar, hal ini dikarenakan 

produk ijarah Muntahiya Bittamlik adalah akad sewa menyewa barang antara 

pihak bank dengan nasabah yang diikuti janji bahwa pada saat yang telah 

ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah telah 

ditentukan, kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada nasabah. 

Terkadang nasabah merasa keberatan atas perbedaan harga/nominal antara 

KPR menggunakan jual beli dan KPR menggunakan ijarah Muntahiya 

Bittamlik selain itu KPR yang menggunakan ijarah Muntahiya Bittamlik 

namun melunasi pada saat belum waktu pelunasah, pihak bank memberikan 
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 Wawancara, Yulansyah selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 

September 2018 pukul 13.55 WIB.  
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diskon sesuai jangkawaktu yang telah ditentukan sehingga nasabah merasa 

berat apabila menggunakan sistem sewa tentunya perbedaan nominalnya sangat 

besar.
19

 

Objek yang dijadikan nasabah sebagai produk ijarah Muntahiya 

Bittamlik adalah KPR, KPR adalah rumah atau hunian yang ditawarkan oleh 

pihak BRI Syariah kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu. Produk 

ijarah Muntahiya Bittamlik salah satu solusi pembiayaan Islam bagi orang 

yang membutuhkan suatu barang namun belum memiliki dana yang cukup 

sehingga mampu untuk mencicil atau mengangsur. Bank BRI Syariah 

memberikan pembiayaan atas barang dengan menggunakan ijarah Muntahiya 

Bittamlik
 
 sebesar 80% dari harga rumah, dengan perbandingan persen tentulah 

sangat memberatkan nasabah untuk melakukan perjanjian dan kepemilikan 

KPR tersebut.
20

  

Pihak bank BRI Syariah hanya memberikan informasi tentang prosedur 

pengajuan produk ijarah Muntahiya Bittamlik, tipe KPR (perumahan 

bersubsidi atau KPR reguler), biaya sewa dan wanprestasi yang dilakukan 

nasabah apabila melanggar perjanjian.
21

 

Landasan nasabah untuk menerima produk ijarah Muntahiya Bittamlik 

adalah ketidakmampuan nasabah dalam membeli barang yang harganya atau 

nominalnya sangat besar, maka nasabah memilih menggunakan produk ijarah 
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 Wawancara, Rukmini selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 

September 2018 pukul 15.10 WIB.  
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 Wawancara, Rukmini selaku Nasabah BRI Syariah Kota Metro pada tanggal 04 
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Muntahiya Bittamlik untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Seperti 

perumahan yang menggunakan sistem KPR. Masyarakat hanya mampu 

membayar sewa namun ingin memiliki barang tersebut. KPR ditujukan kepada 

masyarakat lapisan atas dan menengah yang mampu membayar pembiayaan 

tersebut. Dari selisih harga tersebut menjadi keuntungan pihak bank.
22

 Dengan 

contoh Tim marketing menghitung dengan perkiraaan hal ini dijelaskan bahwa 

setiap rumah berbeda-beda harganya hal ini sesuai dengan kemampuan 

nasabah. Nasabah mengambil KPR jangka waktu 15 tahun dengan Harga 

rumah Rp. 150.000.000, nasabah memberikan DP Rp. 45.000.000 maka sisa 

Rp. 105.000.000, maka terhirung hutang plafon kredit nasabah sejumlah 

Rp.105.000.000., bank memberikan bunga flas sebesar 5% maka jumlah Rp 

437.500 dan ditambah cicilan pokok Rp. 583.333.333 maka berjumlah Rp. 

1.020.833,33 dibulatkan menjadi Rp 1.021.000 setelah dua tahun angsuran 

yang telah dibayarkan nasabah mencapai Rp 24.500.000 dari jumlah angsuran 

berarti nasabah harus melunasi Rp. 80.400.000 selama 13 tahun kedepan 

sebesar Rp 1.120.000 karena bank menetapkan floating 8%. Berdasarkan 

penjelasan angsuran tersebut maka terdapat 2 harga penetapan yang dilakukan 

bank yaitu 5% dan 8%. Pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau 

dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad yaitu 5 tahun, 10 

tahun bahkan 15 tahun.  

Berdasarkan simulasi tersebut maka dalam proses pembayaran 

berdasarkan float terdapat 2 perbedaan 5% dan 8% sehingga nasabah merasa 
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tidak ada kejelasan dengan harga tersebut. Keuntungan yang diperoleh nasabah 

adalah memiliki perumahan dengan beberapa jangka waktu 5, 10 dan 15 

tahun.
23

 

Produk ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah yaitu pihak BRI 

Syariah menyediakan atau membeli apa yang diinginkan oleh nasabah yang 

berupa barang yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, dengan harga 

yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pengembaliannya dengan cara 

mengajukan pembiayaan ijarah Muntahiya Bittamlik yaitu angsuran tiap bulan 

atau dengan cara berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad. Lalu bank 

memberikan pilihan kepada nasabah pada saat berakhir kontrak untuk memilih 

barang yang disewa dengan cara membelinya dari bank (produk ijarah 

Muntahiya Bittamlik), atau dengan menyerahkannya kepada bank (ijarah).
24

 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bahwasannya ijarah 

Muntahiya Bittamlik merupakan akad penyediaan dana dalam rangka 

memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan 

transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan baranng kepada pihak 

penyewa yaitu nasabah. pemindahan kepemilikan bisa dilakukan dengan opsi 

jual beli atau opsi hibah. Bisa berupa barang yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak sesuai dengan keinginan dan kemampuan nasabah dalam faktor 

pembiayaan dan jangka waktu yang telah ditetapkan diantara keduanya yaitu 

pihak BRI Syariah Kota Metro dan nasabah. 
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1. Objek produk yang menggunakan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Obyek IMBT harus bisa diserahterimakan. Tidak boleh menyewakan 

sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diserahterimakan, baik 

ketidakmungkinan itu menurut realitas atau menurut ajaran Syariat. Dalam 

Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 

syariah dijelaskan bahwa obyek ijarah Muntahiah Bit Tamlik adalah berupa 

barang modal yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Obyek Ijarah Muntahiah Bit Tamlik merupakan milik Perusahaan 

Pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir). 

b. Manfaatnya harus dapat dinilai dengan uang. 

c. Manfaatnya dapat diserahkan kepada penyewa (musta’jir). 

d. Manfaatnya tidak diharamkan oleh syariah Islam. 

e. Manfaatnya harus ditentukan dengan jelas. 

f. Spesifikasinya harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui 

identifikasi fisik, kelaikan, dan jangka waktu pemanfataannya  

Bank BRI Syariah Kota Metro yang menggunakan sistem Ijarah 

Muntahiya Bittamlik adalah salah satunya KPR Bank BRI Syariah. 

Peninggakan jual beli KPR di BRI Syariah sangat meningkat hal ini 

dibuktikan bahwa adanya permintaan yang cukup signifikan dalam 

merketing di BRI Syariah. Peningkatan permintaan KPR BRI Syariah 

didorong adanya kerjasama strategis antara BRI Syariah dengan developer 

dan agen-agen penjualan property serta adanya program kesejahteraan 
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karyawan. Untuk meningkatkan pembiayaan KPR di Kota Metro, KPR 

sejaktera juga bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat 

(Kemenpera) RI melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (FLPP). KPR ini ditujukan kepada lapisan masyarakat 

menengah atas dan bawah yang mampu membayar biaya sewa maupun 

membeli secara kontan (cash). 

2. Prosedur pelaksanaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 

BRI Syariah Kota Metro pada produk yang menggunakan IMBT 

dengan Prosedur sebagai berikut: 

a. BRI Syariah menawarkan produk Ijarah Muntahiya Bittamlik  kepada 

calon nasabah kemudian BRI Syariah menjelaskan tentang KPR yang 

berisi tentang fasilitas, keunggulan dan isi kesepakatan antara pihak bank 

dan calon nasabah. 

b. Apabila calon nasabah menyetujui kesepakatan dari pihak bank maka 

calon nasabah mengajukan pemilikan rumah melalui akad Ijarah 

Muntahiya Bittamlik kepada Bank BRI Syariah beserta persyaratan atau 

berkas yang harus dilengkapi oleh calon nasabah.  

c. BRI Syariah Kota Metro melakukan analisa dan uji kelayakan dalam 

akad Ijarah Muntahiya Bittamlik untuk kepemilikan KPR terhadap calon 

nasabah.  

d. Kemudian apabila permohonan calon nasabah layak maka BRI Syariah 

akan mengeluarkan surat persetujuan kepada calon nasabah dan 

perjanjian pembiayaan KPR prinsip ijarah Muntahiya Bittamlik dengan 
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janji (wa’ad) yaitu BRI Syariah akan menyerahkan KPR kepada nasabah 

apabila kewajiban nasabah sudah terselesaikan atau lunas. 

e. Calon Nasabah membuat buku rekening BRI Syariah dengan simbil 

bahwa calon nasabah sudah resmi menjadi nasabah bank BRI Syariah. 

f. Nasabah membayar kewajiban ke BRI Syariah sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati antara nasabah dan pihak Bank. 

g. Sesuai dengan kesepakatan di awal akad, Bank dan nasabah sepakat 

untuk melakukan review terhadap jumlah kewajiban nasabah pada setiap 

periode yang ditentukan. 

 

Gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa 

1) Bank Bri Syariah dan nasabah melakukan perjanjian dengan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT). Dalam peerjanjian dijelaskan tentang 

objek sewa, jangka waktu dan imbalan yang diberikan lessee 
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kepada lessor, hak opsi lessee setelah masa sewa berakhir dan 

ketentuan lainnya. 

2) Bank membeli objek sewa dari supplier. Aset yang dibeli oleh bank 

syariah sesuai dengan kebutuhan lessee. 

3) Setelah supplier menyiapkan objek sewa, kiemudian supplier 

mengirimkan dokumen barang yang dibeli ke bank syariah 

kemudian bank membayar ke supplier. 

4) Supplier mengirimkan objek sewa kepada nasabah atas perintah 

dari bank syariah kecuali dokumen karena dokumen barang 

diserahkan pada bank BRI Syariah. 

5) Setelah menerima objek sewa, maka nasabah mulai melaksanakan 

pembayaran atas imbalan yang disepakati dalam perjanjian. Artinya 

konsumen mulai mengangsur sewa rumah setiap bulan. Bila jangka 

waktu berakhir dan nasabah memilih opsi untuk membeli objek 

sewa maka nasabah akan membayar sisanya (bila ada) dan bank 

syariah akan menyerahkan dokumen kepemilikan objek sewa. 

3. Jumlah nasabah yang menggunakan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT). 

Jumlah nasabah setiap tahunnya tentu berbeda, peneliti menyajikan 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Nasabah di BRI Syariah Kota Metro  

Pada Tahun 2017 

 

No Tahun 
Jumlah 

Nasabah 
Objek Lama Sewa 

1 2017 429 KK KPR  15 Tahun 

  224 orang Benda Bergerak  

Mobil dan traktor  

3 – 5 Tahun 

2 2018 638 KK KPR  15 Tahun 

  320 Benda Bergerak  

Mobil, Alat pertanian 

modern, dan alat medis 

 

Sumber Data : Wawancara AO di BRI Syariah Kota Metro Tahun 2018. 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 

peningkatan setiap tahunnya pada produk ijarah mutahiya bittamlik, hal ini 

dikarenakan ada peningkatan kebutuhan masyarakat pada kebutuhan tersier 

demi kelangsungan hidupnya. Pada jumlah masyarakat yg melakukan Ijarah 

Muntahiya Bittamlik (IMBT) masih terdapat nasabah yg tidak melakukan 

akad secara penuh atau selesai dalam artian nasabah mengalami wanprestasi 

atas akad tersebut, maka apabila nasabah melakukan wanprestasi maka 

barang atau objek sewa dikembalikan kepada pihak BRI Syariah Kota 

Metro. Kurang lebih berjumlah 20 nasabah yg melqkikqn wanprestasi. 

4. Posisi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Posisi Ijarah Muntahiya Bittamlik banyak memberi manfaat yang 

diperoleh dari menggunakan akad ini baik bagi Bank maupun nasabah, 

yaitu:  

a. Bagi Bank. 

1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana. 

2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.  
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b. Bagi Nasabah manfaat yang diperoleh yaitu:  

1) Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan memperoleh 

peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal 

menggunakan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.  

2) Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk 

memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang 

untuk mendapatkan hak penguasaan barang.  

5. Strategi Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) 

Dengan adanya permintaan yang di lakukan oleh calon nasabah 

maka pihak bak hanya menyediakan objek benda yang akan disewakan 

beserta fasilitas dengan adanya fasilitas yang baik dan lengkap maka 

masyarakat atau calon nasabah pastinya memilih KPR dari Bank BRI 

Syariah Kota Metro. Selain itu banyaknya pendatang, kemajuan 

perekonomian masyarakat, kemajuan teknologi dan ketidakmampuan 

masyarakat membeli rumah secara tunai maka kesempata tersebut diambil 

oleh bank BRI Syariah untuk mencari keuntungan dalam segi KPR.  

Strategi yang digunakan pihak banka dalaha kerjasama dengan 

developer untuk pengaplikasian KPR kepada calon nasabah sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan masyarakat. 

6. Kendala pelaksanaan Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)  

Kendala yang dihadapi oleh BRI Syariah dalam mengembangkan 

akad Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah ketakutan masyarakat akan 

ketidakmampuan dalam membayar dengan jangka waktu tertentu dan 
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masyarakat sering membandingkan perbedaan nominal biaya cash dengan 

sewa, sehingga nantinya akan beresiko pada Ijarah Muntahiya Bittamlik, 

sebagai berikut:  

a. Default; nasabah tidak membayar biaya sewa dengan sengaja sementara 

objek sewa masih dimanfaatkan oleh penyewa (nasabah). 

b. Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan 

bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan 

harus dilakukan oleh si pemberi sewa (muajjir). 

c. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset 

tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan dan 

mengembalikan sebagian kepada nasabah. 

d. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan tidak mau membeli 

asset tersebut. Akibatnya bank harus menghitung kembali keuntungan 

dan mengembalikan sebagian kepada nasabah. 

 

B. Analisis. 

Akad ijarah Muntahiya Bittamlik secara relatif cenderung memiliki 

potensi yang merugikan salah satu pihak. Bank memiliki kemungkinan 

kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan nasabah, harga sewa akan 

cenderung mengalami peningkatan sering dengan berjalannya waktu. Namun, 

harga sewa dalam akad ijarah Muntahiya Bittamlik sudah disepakati secara 

tetap di awal transaksi. 
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Implementasi akad ijarah Muntahiya Bittamlik di BRI Syariah Metro, 

yaitu:  

1. Ma’jur (objek sewa) berupa barang-barang yang bisa digunakan sebagai 

objek sewa pada umumnya adalah aset tetap yang meliputi: properti, 

peralatan, alat transportasi dan perumahan dan sebagainya. Jenis ukuran, 

kualitas dan kuantitas objek sewa haus jelas dan ditulis dalam perjanjian. 

Namun terdapat kerugian yang diterima oleh nasabah bahwa ketika objek 

sewa mengalami kerusakan maka yang menanggung dan memperbaiki 

adalah nasabah sedangkan apabila nasabah mengalami wanprestasi dan 

tidak mampu nasabah dalam membayar biaya sewa maka objek sewa 

diambil kembali oleh pihak bank BRI Syariah.  

2.  Musta’jir (penyewa), bank sebagai pihak yang menyewakan, tidak 

memiliki tempat untuk menyimpan objek sewa bila masa sewa berakhir dan 

terdapat ketentuan lain bahwa selama masa sewa, lessee dilarang 

menyewakan kepada pihak lain. 

3. Ujrah (Harga sewa), harga sewa dan harga sudah ditetapkan pada saat 

penandatanganan akad sewa diawal perjanjian. Biaya sewa yang dibayar 

oleh lessee merupakan biaya sewa bukan angsuran. Pada prakteknya 

pembiayaan bisa sampai 80% dari harga rumah sehingga beberapa 

masyarakat merasa keberatan atas nominal tersebut.  

4. Jangka waktu, jangka waktu bisa bervariasi antara jangka pendek, jangka 

menengah atau jangka panjang, tergantung pada harga nominal objek sewa 

dan kemampuan nasabah. Pada umumnya ijarah Muntahiya Bittamlik 
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diberikan dalam jangka panjang dan paling lama sesuai dengan nilai 

ekonomis objek sewa. 

5. Pembayaran biaya sewa, biaya sewa hatus dibayar oleh penyewa secara 

rutin sampai dengan jatuh tempo. Bila nasabah mengalami wanprestasi atau 

adanya penundaan pembayaran, maka permasalahan ini bisa dilakukan 

dengan sengaja maka bank BRI Syariah memberikan denda atas 

keterlambatan  pembayaran.  

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) merupakan salah satu solusi 

pembiayaan Islam yang ditawarkan BRI Syariah KCP Metro Timur kepada 

nasabah atau orang-orang yang membutuhkan suatu barang namun tidak 

memiliki cukup biaya untuk angsurannya pun belum mencukupi maka dari itu 

IMBT menjadi silusi karena dengan menyewa secara bulanan seperti menyewa 

barang pada umumnya. 

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) tentang pola pembiayaan untuk 

KPR yang diterapkan oleh Bank BRI Syariah Kota Metro belum sepenuhnya 

sesuai. Setidaknya terdapat tiga ketentuan yang tidak terpenuhi. Pertama, 

penanggungan biaya pemeliharaan barang oleh nasabah. Kedua, tidak ada 

jaminan dari Bank bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Ketiga, 

janji pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa bersifat mengikat. 

 

 

 

  



BAB V  

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pengolahan data yang telah 

dilaksanakan, berdasarkan analisis yang penulis kemukakan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Implementasi ijarah muntahiya bittamlik di BRI Syariah 

Kota Metro sudah sesuai dengan Undang-Undang pasal 19 Nomor 21 tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa kegiatan usaha Bank 

Umum Syariah salah satunya adalah menyalurkan pembiayaan penyewaan 

barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah 

dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik (IMBT) yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. 

Ijarah termasuk salah satu perangkat permodalan dan produk 

pembiayaan yang penting guna mencapai suatu keuntungan (profit) yang 

diterapkan oleh perbankan syariah. Metode operasionalnya, bank syariah 

membeli apa yang diinginkan oleh nasabah yang berupa alat-alat perlengkapan, 

dan terkadang juga barang yang tidak bergerak, seperti rumah dan bank syariah 

menyewakannya kepada mereka, dengan harga yang telah disepakati. 

Biasanya, pengembaliannya dengan cara angsuran tiap bulan atau dengan cara 

berkala sesuai dengan kesepakatan pada akad. Kemudian bank syariah 

memberikan mereka pilihan pada berakhirny kontrak, untuk memiliki barang 
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yang  disewa dengan cara membelinya dari bank (ijarah muntahiyah bi al-

tamlik), atau  dengan menyerahkannya kembali kepada bank (ijarah) 

 

B. Saran 

1. BRI harus lebih meningkatkan kualitas pada akad ijarah muntahiya 

bittamlik dan objek barang akad ijarah muntahiya bittamlik harus 

ditambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

2. Nasabah harus lebih selektif dalam mencari barang yang disewakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehingga terhindar dari unsur gharar atau saling 

menzdolimi.  
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